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Menimbang

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat
(4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan,
telah diatur  kelembagaan penyuluhan swasta dan
swadaya masyarakat dapat dibentuk sesuai dengan
kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.42/Menhut-11/2012 tentang Penyuluh
Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya
Masyarakat telah ditetapkan penyuluh kehutanan swasta
dan penyuluh kehutanan swadaya masyarakat;

bahwa dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-Setjen/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan yang berdampak pada
kelembagaan penyuluhan dan nomenklatur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
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Mengingat

Kehutanan tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan

Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat;

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Kehutanan, Perikanan dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4660);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.18/Menlhk-1I/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PENYULUH KEHUTANAN SWASTA
DAN PENYULUH KEHUTANAN SWADAYA MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.

Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku
utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu
menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam
mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan
sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan
produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan
kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam
pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya disebut Penyuluh Kehutanan PNS adalah
pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang pada satuan organisasi lingkup kehutanan
untuk melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan.
Penyuluh Kehutanan Swasta yang selanjutnya disebut
PKS adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha
dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam
bidang penyuluhan.

Penyuluh  Kehutanan Swadaya Masyarakat yang
selanjutnya disebut PKSM adalah pelaku utama yang
berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya
yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu
menjadi penyuluh.

Kelembagaan Penyuluhan adalah lembaga pemerintah
dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi

menyelenggarakan penyuluhan.
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6. Sasaran Penyuluhan Kehutanan adalah pihak yang
paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan meliputi
sasaran utama (pelaku utama dan pelaku usaha) dan
sasaran antara (pemangku kepentingan lainnya).

7. Pelaku Utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar
kawasan hutan, petani, beserta keluarga intinya.

8. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia
atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia
yang mengelola usaha kehutanan.

9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT
adalah UPT lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan yang melaksanakan kegiatan penyuluhan

kehutanan.

Pasal 2
Penyelenggaraan PKS dan PKSM bertujuan:
a. mendukung Pemerintah dan pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan penyuluhan kehutanan; dan
b. untuk meningkatkan kinerja pelaku utama dan pelaku
usaha penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dalam

pendampingan kegiatan pembangunan kehutanan.

BAB II
KELEMBAGAAN PENYULUHAN KEHUTANAN

Pasal 3
Kelembagaan PKS dan PKSM merupakan wadah bagi PKS dan
PKSM.

Pasal 4
(1) Kelembagaan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dapat merupakan bagian organisasi pelaku usaha atau
gabungan dari beberapa pelaku usaha yang membentuk
kelembagaan PKS tersendiri.
(2) Kelembagaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berkedudukan di provinsi atau kabupaten/kota.

(3) Kelembagaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)



(1)

(2)

(1)
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bertanggung jawab  kepada instansi pelaksana

penyuluhan kehutanan provinsi.

Pasal 5
Kelembagaan PKSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 dapat berbentuk organisasi profesi, perkumpulan,
yayasan, forum, jaringan dan lainnya.
Kelembagaan PKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab  kepada  instansi  pelaksana

penyuluhan kehutanan provinsi.

Pasal 6
Kelembagaan PKS dan PKSM sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dan Pasal 5 mempunyai tugas :
a. menyusun perencanaan penyuluhan yang
terintegrasi dengan programa penyuluhan di tingkat

kabupaten/kota, provinsi dan pusat;

b. melaksanakan koordinasi dengan instansi pelaksana

penyuluhan kehutanan kabupaten/kota, provinsi
atau pusat, pelaku utama dan pelaku usaha sesuai

dengan kebutuhan;

c. menjalin kemitraan usaha dengan berbagai pihak

dengan dasar saling menguntungkan, menumbuh
kembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta
kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;

d. menyampaikan informasi dan teknologi usaha
kepada sesama pelaku utama dan pelaku usaha;

e. melaksanakan proses pembelajaran melalui
percontohan dan pengembangan model usaha tani
bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

f.  melaksanakan kajian mandiri untuk pemecahan
masalah dan pengembangan model usaha,
pemberian umpan balik, dan kajian teknologi; dan

g. melakukan pemantauan pelaksanaan penyuluhan
yang difasilitasi oleh pelaku utama dan pelaku

usaha.



